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P  U  T  U  S  A  N
Nomor 75 K/TUN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H   A G U N G

memer iksa  perkara  Tata  Usaha  Negara   da lam t i ngka t  kasas i  

te l ah  memutuskan   sebaga i  ber i ku t  da lam perkara  :

SALIM  WIJAYA  dh.  THEN  KWET  KHIONG, 

Kewarganegaraan  Indones ia ,  ber tempat  t i ngga l  

d i  Ja lan  Damai  Nomor  2 RT.  5/RW.  6 Kecamatan  

Sei  Pinyuh ,  Kabupaten  Pont ianak ,  Peker j aan  

Swasta  (Dagang) ,  da lam  hal  in i  member ikan  

kuasa  kepada  :  NOVIAR  ANDRIANSYAH,  S.H,  

Advokat  pada  Kantor  Advokat  ”NOVIAR 

ANDRIANSYAH,  S.H  dan  REKAN”,  berkan to r  d i  

Ja lan  Pangeran  Diponegoro  Nomor  31  Pasi ran  

Singkawang  Bara t ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  

Khusus  tangga l  11 November  2008 ;

Pemohon  Kasas i  dahu lu  Tergugat  I I  

In te r vens i /  Pembanding  ;

M  e  l   a  w  a  n :

EDY  DJOHAN,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

ber tempat  t i ngga l  d i  Ja lan  Tambora  Komplek  

SBS Blok  AB 8 Nomor  12 RT.  012/RW.  007,  Desa 

Harapan  Jaya  Bekas i ,  Kota  Bekas i ,  Peker jaan  

Swasta ,  da lam  hal  in i  member ikan  Kuasa  

kepada  :  FRANSISKUS  KAMIS,  S.H. ,  

Kewarganegaraan  Indones ia ,  Peker j aan  Advokat  

pada  Kantor  Advokat /Penasehat  Hukum  “W.  

SUWITO,  S.H.  &  ASSOCIATES” ,  berkan to r  d i  

Ja lan  Dr.  Set ia  Budi  Nomor  162  Pont i anak ,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  tangga l  11 

Oktober  2006 ;

Termohon  Kasas i  dahu lu  

Penggugat /Te rband ing  ;

D  a  n
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KEPALA  KANTOR  PERTANAHAN  KABUPATEN 

PONTIANAK,  berkedudukan  di  Ja lan  Daeng 

Manambon Nomor 12 Mempawah ;

Turu t  Termohon  Kasas i  dahu lu  Tergugat /Tu ru t  

Terband ing  ;

Mahkamah Agung te rsebu t   ;

Membaca sura t - sura t  yang  bersangku tan  ;

Menimbang,  bahwa dar i  sura t - sura t  te rsebu t  te rnya ta  

bahwa  sekarang  Termohon  Kasas i  dahulu  sebaga i   Penggugat  

te l ah  menggugat  sekarang  Pemohon  Kasas i  dahu lu  sebaga i  

Tergugat  I I  In te r vens i  dan  Turu t  Termohon  Kasas i  dahu lu  

sebaga i  Tergugat  d i  muka pers i dangan   Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  Pont ianak   pada  pokoknya  atas  da l i l - da l i l  sebaga i  

ber i ku t  :

1. Bahwa Penggugat  te l ah  menguasa i  2  (dua)  bidang  tanah  

dan  bangunan  rumah  di  atasnya  yang  te r l e t a k  di  Ja lan  

Raya  Nomor  42  Sungai  Pinyuh  ”Ser t i p i k a t  Hak  Guna 

Bangunan  Nomor  863/Sunga i  Pinyuh ,  tangga l  1  Agustus  

1996,  Gambar  Si tuas i  Nomor  819/1996 ,  se luas  170  M2,  

tangga l  6  Maret  1996  atas  nama Sal im  Wi jaya  dh.  Then  

Kwet  Khiong  dengan batas - batas  :

- Sebelah  Utara  berba tasan  dengan  :  Tanah Negara  ;

- Sebelah  Sela tan  berba tasan  dengan :  Tanah Negara  ;

- Sebelah  Timur  berba tasan  dengan :  Hard iyan to  ;

- Sebelah  Bara t  berba tasan  dengan  :  Gambar  Si tuas i  

No.818/1996  ;

dan  di  Ja lan  Jurusan  Anjungan- Sungai  Pinyuh  ”Ser t i p i k a t  

Hak  Guna  Bangunan  Nomor  885/Sunga i  Pinyuh ,  tangga l  21  

Agustus  1996,  Gambar  Si tuas i  Nomor  819/1996 ,  se luas  129  

M2,  tangga l  6 Maret  1996 atas  nama Sal im  Wijaya  dh.  Then  

Kwet  Khiong  dengan batas - batas  :

- Sebelah  Utara  berba tasan  dengan  :  Tanah Negara  ;

- Sebelah  Sela tan  berba tasan  dengan :  Tanah Negara  ;

- Sebelah  Timur  berba tasan  dengan :  Ajah  Sin  Chian  ;

- Sebelah  Bara t  berba tasan  dengan  :  Then Siu  Nyat  ;

yang  mana kedua  bidang  tanah  te rsebu t  merupakan  war isan  
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dar i  orang  tua  Penggugat  bernama almarhum Then  Siu  Nyat  

sebaga imana  Sura t  Pernya taan  Pembagian  Kejayaan  ahl i  

war i s  tangga l  5  September  1993  dan  Sura t  Pernya taan  

untuk  rumah di  Ja lan  Raya Nomor  42 Sungai  Pinyuh  tangga l  

5 September  1993 ;

2. Bahwa berdasarkan  Sura t  Pernya taan  Pembagian  Kekayaan  

ahl i  war i s  tangga l  5 September  1993 te rsebu t  Penggugat  

mendapat  bag ian  tanah  dan bangunan  di  atasnya  te r l e t a k  

di  Ja lan  Jurusan  Anjungan  Sungai  Pinyuh ,  dan  

berdasarkan  Sura t  Pernya taan  Untuk  Rumah Ja lan  Raya  

Nomor  42  Sunga i  Pinyuh  tangga l  5  September  1993,  

Penggugat  beser ta  3  ( t i ga )  orang  saudara  Penggugat  

yang  bernama Then  Kwet  Khiong ,  Then  Kwet  Fi  dan  Then  

Kwet  Fu mendapat  bag ian  tanah  beser ta  rumah di  atasnya  

yang  te r l e t a k  d i  Ja lan  Raya Nomor 42 Sungai  Pinyuh  ;

3. Bahwa tanpa  sepengetahuan  Penggugat  maupun  pene l i t i a n  

dan  pemer iksaan  te r l eb i h  dahulu ,  dengan  cara  melawan  

hukum Tergugat  te l ah  menerb i t kan  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  berupa  :

1. Ser t i p i k a t  Hak Guna Bangunan  Nomor  863/Sunga i  Pinyuh ,  

tangga l  1 Agustus  1996,  Gambar  Si tuas i  Nomor  819/1996 ,  

se luas  170  M2,  tangga l  6  Maret  1996  atas  nama Sal im  

Wijaya  dh.  Then Kwet  Khiong  ;

2. Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  885/1996 ,  se luas  

129  M2,  tangga l  6  Maret  1996  atas  nama Sal im  Wi jaya  

dh.  Then Kwet  Khiong  ;

Adalah  perbua tan  yang  te l ah  memenuhi  Pasa l  53  ayat  (2 )  

huru f  a  dan  b  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  

perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara  ;

4. Bahwa  t i ndakan  Terguga t  yang  te l ah  menerb i t kan  

Ser t i p i k a t  Hak Guna Bangunan  Nomor  863/Sunga i  Pinyuh ,  

tangga l  1 Agustus  1996,  Gambar  Si tuas i  Nomor  819/1996 ,  

se luas  170  M2,  tangga l  6  Maret  1996  atas  nama Sal im  

Wijaya  dh.  Then  Kwet  Khiong  dan  Ser t i p i k a t  Hak  Guna 

Bangunan  Nomor  885/Sunga i  Pinyuh ,  tangga l  21  Agustus  
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1996,  Gambar  Si tuas i  Nomor  794/1996 ,  se luas  129  M2,  

tangga l  6  Maret  1996  atas  nama Sal im  Wi jaya  dh.  Then  

Kwet  Khiong  ada lah  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

mana sangat  merug ikan  Penggugat ,  o leh  karena  i t u  harus  

dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah,  seh ingga  te l ah  

memenuhi  syara t  untuk  dimajukan  ke  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  berdasarkan  Pasal  53  ayat  (1 )  Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

5. Bahwa di l i h a t  dar i  s i t em  pemer in tahan  yang  baik  dan  

berw ibawa,  te rbuk t i  Tergugat  te l ah  la l a i  melaksanakan  

pr ins i p  admin is t r a s i  yang  baik  te ru tama  kete l i t i a n ,  

kecermatan  dan  kehat i - hat i an ,  d imana  secara  fak ta  

Tergugat  te l ah  dengan  gegabah  dan  sewenang- wenang  

mengeluarkan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  a  quo  

seh ingga  memenuhi  a lasan  gugatan  sebaga imana  yang  

dia tu r  da lam Pasa l  53  ayat  (2 )  huru f  a  dan  b Undang-

Undang  Nomor  9  Tahun  2004,  dan  atas  perbua tan  yang  

di l akukan  oleh  Tergugat  te rsebu t  Penggugat  mender i t a  

kerug ian  mor i l  maupun mater i a l ,  ya i t u  bahwa Penggugat  

sebaga i  pemi l i k  yang  sah  te rhadap  tanah  dan  bangunan  

di  atas  obyek  perkara  a  quo  t i dak  dapat  

memanfaatkannya ,  ba ik  untuk  di tempat i  send i r i ,  

d isewakan  atau  diper j ua l  be l i kan  bag i  kepent i ngan  

Penggugat  se laku  pemi l i k  ;

6. Bahwa Penggugat  baru  mengetahu i  adanya  Keputusan  Tata  

Usaha Negara  a quo berupa  :

1. Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  863/Sunga i  

Pinyuh ,  tangga l  1  Agustus  1996,  Gambar  Si tuas i  

Nomor  819/1996 ,  se luas  170  M2,  tangga l  6  Maret  

1996  atas  nama  Sal im  Wijaya  dh.  Then  Kwet  

Khiong  ;

2. Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  885/1996 ,  

se luas  129  M2,  tangga l  6  Maret  1996  atas  nama 

Sal im  Wijaya  dh.  Then Kwet  Khiong  ;

Pada  saat  Penggugat  kembal i  ke  Pont ianak  ya i t u  pada  

tangga l  26  September  2006,  ya i t u  ket i ka  Penggugat  
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ber tu j uan  untuk  mengunjung i  saudara  perempuannya  yang  

berada  dalam  tahanan  pihak  Kepol i s i a n  te rhadap  perkara  

yang  masih  berhubungan  obyek  sengketa  a  quo,  seh ingga  

masih  da lam  tenggang  waktu  yang  dibenarkan  untuk  

mengajukan  gugatan  berdasarkan  Pasa l  55  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  dan  perubahannya  Undang- Undang  Nomor  

9 Tahun 2004,  maka gugatan  Penggugat  dapat  d i te r ima  ;

7. Bahwa  menginga t  Penggugat  sangat  kebera tan  atas  

t i ndakan  Tergugat  yang  te l ah  menerb i t kan  Keputusan  

Tata  Usaha Negara  berupa  :

1. Ser t i p i k a t  Hak Guna Bangunan  Nomor  863/Sunga i  Pinyuh ,  

tangga l  1 Agustus  1996,  Gambar  Si tuas i  Nomor  819/1996 ,  

se luas  170  M2,  tangga l  6  Maret  1996  atas  nama Sal im  

Wijaya  dh.  Then Kwet  Khiong  ;

2. Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  885/1996 ,  se luas  

129  M2,  tangga l  21  Agustus  1996,  Gambar  Si tuas i  Nomor  

794/1996 ,  se luas  129  M2,  tangga l  6  Maret  1996   atas  

nama Sal im  Wi jaya  dh.  Then Kwet  Khiong  ;

Adalah  merupakan  perbua tan  yang  te l ah  sesua i  dengan  

Pasal  53  ayat  (1 )  dan  (2 )  huru f  a  dan  b  Undang- Undang  

Nomor  9  Tahun  2004  sebaga i  perubahan  atas  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986,  karena  akan  menimbulkan  kerug ian  

yang  semakin  besar  dip ihak  Penggugat  apab i l a  Sura t  

Keputusan  Tata  Usaha Negara  te rsebu t  d i l aksanakan ,  mohon 

k i ranya  Yang  Terhormat  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Pont ianak  sebe lum  memer iksa  pokok  perkara  

berkenan  mengeluarkan  penetapan  penundaan  (schors i ng )  

pelaksanaan  Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  

863/Sunga i  Pinyuh ,  tangga l  1  Agustus  1996,  Gambar  

Si tuas i  Nomor  819/1996 ,  se luas  170  M2,  tangga l  6  Maret  

1996  atas  nama Sal im  Wijaya  dh.  Then  Kwet  Khiong  dan  

Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  885/Sunga i  Pinyuh ,  

tangga l  21  Agustus  1996,  Gambar  Si tuas i  Nomor  794/1996 ,  

se luas  129  M2,  tangga l  6  Maret  1996  atas  nama  Sal im  

Wijaya  dh.  Then  Kwet  Khiong ,  dengan  amar  penetapan  

sebaga i  ber i ku t  :
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1. Memer in tahkan  kepada  Tergugat  dan  atau  Pejaba t  Tata  

Usaha  Negara  yang  te rka i t  untuk  menunda  (schors i ng )  

pelaksanaan  Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  

863/Sunga i  Pinyuh ,  tangga l  1  Agustus  1996,  Gambar  

Si tuas i  Nomor  819/1996 ,  se luas  170 M2,  tangga l  6 Maret  

1996  atas  nama Sal im  Wijaya  dh.  Then  Kwet  Khiong  dan  

Ser t i p i k a t  Hak Guna Bangunan  Nomor  885/Sunga i  Pinyuh ,  

tangga l  21  Agustus  1996,  Gambar  Si tuas i  Nomor  

794/1996 ,  se luas  129  M2,  tangga l  6  Maret  1996  atas  

nama  Sal im  Wi jaya  dh.  Then  Kwet  Khiong  sampai  ada  

putusan  Pengad i l an  yang  mempunyai  kekuatan  hukum 

te tap ,  beser ta  semua keputusan  yang  dike lua r kan  atas  

dasar  Keputusan  Tata  Usaha Negara  perkara  a quo ;

2. Memer in tahkan  kepada  Tergugat  atau  ins tans i  yang  

te rka i t  untuk  mentaa t i  penetapan  in i  ;

8. Bahwa  sura t  keputusan  yang  te l ah  d i t e rb i t k an  o leh  

Tergugat  (obyek  perkara  a  quo)  te l ah  memenuhi  unsur -

unsur  Pasa l  1  angka  3  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  

2004,  yang berbuny i  :

”Keputusan  Tata  Usaha  Negara  ada lah  suatu  penetapan  

te r t u l i s  yang  d ike lua r kan  oleh  Badan  atau  Pejaba t  Tata  

Usaha  Negara  yang  ber i s i  t i ndakan  hukum  Tata  usaha  

Negara  yang  berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber laku ,  yang  bers i f a t  konkr i t ,  ind i v i dua l  dan  

f i na l ,  yang  menimbulkan  ak iba t  hukum bag i  seseorang  atau  

badan hukum perda ta ”  ;

Sehingga  berdasarkan  Pasa l  47  dan  perubahannya  pada  

Pasal  50  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  dan  

perubahannya  Undang- Undang Nomor  9 Tahun  2004  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Pont ianak  berwenang  memer iksa ,  

memutuskan  dan menyelesa i kan  sengketa  in i  ;

9. Bahwa t i ndakan  Terguga t  yang  te l ah  menerb i t k an  Sura t  

Keputusan  sebaga imana  obyek  perkara  a  quo  adalah  

mengandung  cacat - caca t  yur i d i s  o leh  karenanya  harus lah  

dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah  dan  dipe r i n t ahkan  

kepada  Tergugat  mencabut  Sura t  Keputusan  Tata  Usaha  
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Negara  berupa  obyek  perkara  a quo ;

Bahwa  berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas ,  

Penggugat  mohon kepada  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Pont ianak  agar  k i r anya  berkenan  member ikan  putusan  sebaga i  

ber i ku t  :

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan  permohonan  penundaan  (Schors ing )  Penggugat  

;

2. Memer in tahkan  kepada  Tergugat  dan  atau  Pejaba t  Tata  

Usaha  Negara  yang  te rka i t  untuk  menunda  t i ndak  lan ju t  

obyek  perkara  a quo berupa  :

1. Ser t i p i k a t  Hak Guna Bangunan  Nomor  863/Sunga i  Pinyuh ,  

tangga l  1 Agustus  1996,  Gambar  Si tuas i  Nomor  819/1996 ,  

se luas  170  M2,  tangga l  6  Maret  1996  atas  nama Sal im  

Wijaya  dh.  Then Kwet  Khiong  ;

2. Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  885/1996 ,  se luas  

129  M2,  tangga l  21  Agustus  1996,  Gambar  Si tuas i  Nomor  

794/1996 ,  se luas  129  M2,  tangga l  6  Maret  1996   atas  

nama Sal im  Wi jaya  dh.  Then Kwet  Khiong  ;

yang  dike lua rkan  Tergugat ,  sampai  ada  putusan  Pengad i l an  

yang  mempunya i  kekuatan  hukum te tap  ;

3. Memer in tahkan  kepada  Tergugat  atau  ins tans i  te rka i t  

untuk  mentaa t i  penetapan  in i  ;

DALAM POKOK PERKARA :

1) Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;

2) Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  obyek  perkara  a  quo  

berupa  :

1. Ser t i p i k a t  Hak Guna Bangunan  Nomor  863/Sunga i  Pinyuh ,  

tangga l  1 Agustus  1996,  Gambar  Si tuas i  Nomor  819/1996 ,  

se luas  170  M2,  tangga l  6  Maret  1996  atas  nama Sal im  

Wijaya  dh.  Then Kwet  Khiong  ;

2. Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  885/1996 ,  se luas  

129  M2,  tangga l  21  Agustus  1996,  Gambar  Si tuas i  Nomor  

794/1996 ,  se luas  129  M2,  tangga l  6  Maret  1996   atas  

nama Sal im  Wi jaya  dh.  Then Kwet  Khiong  ;

Yang  dike lua rkan  Tergugat  sampai  adanya  putusan  
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Pengad i l an  yang  mempunyai  kekuatan  hukum te tap  ;

3) Memer in tahkan  Tergugat  untuk  mencabut  obyek  perkara  a 

quo berupa  :

1. Ser t i p i k a t  Hak Guna Bangunan  Nomor  863/Sunga i  Pinyuh ,  

tangga l  1 Agustus  1996,  Gambar  Si tuas i  Nomor  819/1996 ,  

se luas  170  M2,  tangga l  6  Maret  1996  atas  nama Sal im  

Wijaya  dh.  Then Kwet  Khiong  ;

2. Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  885/1996 ,  se luas  

129  M2,  tangga l  21  Agustus  1996,  Gambar  Si tuas i  Nomor  

794/1996 ,  se luas  129  M2,  tangga l  6  Maret  1996   atas  

nama Sal im  Wi jaya  dh.  Then Kwet  Khiong  ;

yang  dike lua r kan  o leh  Tergugat  te rsebu t  ;

4) Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  semua  biaya  yang  

t imbu l  da lam perkara  in i  ;

Atau ,  b i l amana  Maje l i s  Hakim  Pengadi l an  Tata  Usaha 

Negara  Pont ianak  berpendapat  la i n ,  mohon  putusan  yang  

sead i l - ad i l nya  (Ex  Aequo Et  Bono)  ;

Bahwa te rhadap  gugatan  Penggugat  te r sebu t ,  Tergugat  

dan  Tergugat  I I  In te r vens i  te l ah  mengajukan  ekseps i  yang  

pada pokoknya  atas  dal i l - da l i l  sebaga i  ber i ku t  :

I . EKSEPSI  TERGUGAT.

1. Bahwa  Tergugat  menolak  se lu ruh  dal i l - da l i l  yang  

dikemukakan  o leh  Penggugat  te r kecua l i   hal - hal  yang  

secara  tegas  d iaku i  dan dibenarkan  ;

2. Bahwa  yang  menjad i  obyek  perkara  te rsebu t  adalah  

Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  863/Desa  Sungai  

Pinyuh  se luas  170  M2  sebaga imana  diu ra i kan  dalam 

Gambar  Si tuas i  Nomor  819/1996  tangga l  6  Maret  1996  

te rca ta t  atas  nama Sal im  Wi jaya  dh.  Then  Kwet  Khiong  

yang  diber i kan  berdasarkan  Sura t  Keputusan  Kepala  

Kanto r  Wilayah  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Prov ins i  

Kal imantan  Bara t  Nomor  138/B /P3HT/95- 96  tangga l  29  

Maret  1996,  yang  te lah  dida f t a r  tangga l  1 Agustus  1996  

dan haknya  berakh i r  tangga l  31 Jun i  2016 ;

Bahwa proses  pember ian  Hak Guna Bangunan  yang  menjad i  

obyek  gugatan  te lah  sesua i  dengan  prosedur  ta ta  cara  

8

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pero lehan  hak- hak  atas  tanah  baik  yur i d i s  maupun 

admin is t r a t i f  dan  te lah  memenuhi  keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  maka proses  pember ian  

Hak Guna Bangunan  a quo  te rsebu t  te lah  memenuhi  asas-

asas  pendaf t a r an  tanah  dan Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  

Yang Baik  (AAUPB)  ;

3. Bahwa gugatan  Penggugat  sa lah  da lam mengajukan  gugatan  

(Kompetens i  abso lu t )  seharusnya  gugatan  te rsebu t  

d ia lamatkan  d i  Pengad i l an  Umum sebaga imana  dar i  pos i t a  

gugatan  Penggugat  ha laman  2  angka  1  dan  angka  2  yang  

disengke takan  adalah  kepemi l i k an  dan kewar i san  ;

4. Bahwa gugatan  Penggugat  juga  te lah  kada luwarsa ,  karena  

Penggugat  te l ah  mengetahu i  se jak  adanya  pengukuran  dan  

pemer iksaan  di  lapangan  pada  bu lan  Desember  1995  dan  

sebe lum  proses  permohonan  hak  yang  di l akukan  secara  

masal  mela lu i  Proyek  Pember ian  Peningka tan  Hak  Atas  

Tanah  (P3HT)  te rsebu t  te r l eb i h  dahu lu  petugas  Kantor  

Per tanahan  Kabupaten  Pont i anak  te lah  mengadakan  

penyu luhan  secara  langsung  kepada  masyaraka t  desa  

te rsebu t ,  sebaga imana  menjad i  a lasan  pada  pos i t a  6,  

maka  gugatan  Penggugat  te lah  meleb ih i  tenggang  waktu  

90 har i  sebaga imana  d i j e l a s kan  dalam Pasal  55  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  jo  Undang- Undang  Nomor  9 

Tahun  2004  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

seh ingga  gugatan  Penggugat  dinya takan  d i t o l a k  ;

5. Bahwa  gugatan  Penggugat  kurang  pihak  yang  mana 

seharusnya  Penggugat  juga  da lam  hal  in i  menggugat  

Kepala  Desa Sungai  Pinyuh  yang  mengeluarkan /mengetahu i  

sura t - sura t  a las  hak  dar i  permohonan  Hak Guna Bangunan  

a quo te rsebu t  ;

Berdasarkan  ha l - ha l  te rsebu t  d i  atas ,  Tergugat  mohon 

kepada  Maje l i s  Hakim  yang  Terhormat  untuk  mengabulkan  

dan  mener ima  ekseps i  Tergugat  dan  menyatakan  gugatan  

Penggugat  di to l a k  atau  set i dak - t i daknya  dinya takan  t i dak  

dapat  d i te r ima  ;

I I . EKSEPSI  TERGUGAT I I  INTERVENSI.
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1. Bahwa Terguga t  I I  In te r vens i  menolak  dal i l - da l i l  

gugatan  yang  dia j ukan  Penggugat ,  te rkecua l i  

te rhadap  dal i l - da l i l  gugatan  Penggugat  yang  

diaku i  secara  tegas  oleh  Tergugat  I i  In te r vens i  ;

2. Bahwa  penyebutan  obyek  gugatan  oleh  Penggugat  

(seper t i  d i t u l i s  pada ha laman 1 gugatannya)  yakn i  

:

- Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  863/Sunga i  

Pinyuh ,  tangga l  1  Agustus  1996,  Gambar  Si tuas i  

Nomor  819/1996 ,  se luas  170 M2,  tangga l  6 Maret  1996  

atas  nama Sal im  Wijaya  dh.  Then Kwet  Khiong  ;

- Ser t i p i k a t  Hak Guna Bangunan  Nomor  885/1996 ,  se luas  

129  M2,  tangga l  21  Agustus  1996,  Gambar  Si tuas i  

Nomor  794/1996 ,  se luas  129 M2,  tangga l  6 Maret  1996  

atas  nama Sal im  Wijaya  dh.  Then Kwet  Khiong  ;

Adalah  t i dak  tepa t  sebaga imana  yang  dimaksudkan  oleh  

keten tuan  Pasa l  53  ayat  2  (a )  dan  (b )  jun to  Pasal  1  

angka  3 Undang- Undang Nomor  9 Tahun 2004 jun to  Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 d ika renakan  :

Yang  dapat  d i j ad i kan  obyek  perkara  Tata  Usaha  Negara  

ada lah  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  ber i s i  

penetapan  te r t u l i s  …… dst .  Jad i  bukan  kepada  bentuk  

keputusan  yang  dike lua rkan  oleh  Pejaba t  Tata  Usaha 

Negara .  Oleh  karena  i t u  menuru t  kami  seharusnya  yang  

di j ad i kan  obyek  dalam perkara  in i  te r t u l i s  “Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  ten tang  …….  (da lam  hal  in i  

ser t i p i k a t  te rsebu t )  ;

3. Bahwa  obyek  gugatan  yang  d isengke takan  yang  

dida l i l k an  oleh  Penggugat  sebaga i  dasar  da lam 

gugatannya  ada lah  di  lua r  kewenangan/kompetens i  

abso lu t  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  untuk  

memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  a  quo,  

d ika renakan  j i k a  d ipe rha t i k an  dalam dal i l  a lasan  

gugatan  Penggugat  pada  ha laman  2  angka  1,  yang  

disengke takan  oleh  Penggugat  obyeknya  ada lah  

tanah  ber i ku t  bangunan  dalam Ser t i p i k a t  Hak Guna 
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Bangunan  Nomor  863/Sunga i  Pinyuh  dan  Ser t i p i k a t  

Hak Guna Bangunan  Nomor  885/Sunga i  Pinyuh  ada lah  

je l as  sengketa  ten tang  kewar i san  yang  jus t r u  

menjad i  kewenangan Perad i l an  Umum ;

4. Bahwa  gugatan  yang  dia jukan  oleh  Penggugat  ke  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Pont ianak  da lam 

perkara  a  quo  ada lah  te l ah  kada luwarsa  

dika renakan  penga juannya  te lah  meleb ih i  batas  

waktu  90  (Sembi lan  puluh)  har i  sebaga imana  yang  

dipe rkenankan  oleh  Undang- Undang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara ,  sebab  :

a. Penggugat  te l ah  mengetahu i  se jak  bu lan  

Desember  1995  ket i ka  proses  permohonan  hak  

(Hak  Guna Bangunan)  atas  tanah  yang  dia jukan  

mela lu i  proyek  pember ian  peningka tan  hak  

atas  tanah  yang  ten tunya  bag i  orang- orang  

yang  merasa  ada  mempunyai  hak  atas  tanah  di  

lokas i  tanah  yang  akan  dise r t i p i k a t k an  

( te rmasuk  tanah  dalam  Ser t i p i k a t  Hak  Guna 

Bangunan  Nomor  863/Sunga i  Pinyuh  dan  

Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  

885/Sunga i  Pinyuh)  diber i t a hukan  atau  

diumumkan  mela lu i  ins tans i  Pemer in tah  

Wilayah  setempat  akan  adanya  program 

penser t i p i k a t an  secara  massal  ;

b. Bahwa  alasan  Penggugat  sebaga imana  pada  

angka  6  gugatannya  yang  mengatakan  

“Penggugat  baru  mengetahu i  adanya  Keputusan  

Tata  Usaha Negara  berupa  Ser t i p i k a t  Hak Guna 

Bangunan  Nomor  863/Sunga i  Pinyuh  dan  

Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  

885/Sunga i  Pinyuh  atas  nama  Sal im  Wi jaya  

yakn i  pada  saat  Penggugat  kembal i  ke  

Pont ianak  pada  tangga l  26  September  2006,  

ket i ka  Penggugat  ber tu j uan  untuk  mengunjung i  

saudara  perempuannya  yang  berada  da lam 
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tahanan  pihak  Kepol i s i an  te rhadap  perkara  

yang  masih  berhubungan  dengan  obyek  sengke ta  

a quo ……. Dst ”  ;

Alasan  Penggugat  te r sebu t  t i dak  dapat  d ipe rcaya  dan  

su l i t  d i t e r ima  menuru t  hukum dika renakan  pada  tahun  

1987,  bangunan  rumah  yang  berd i r i  d i  atas  tanah  

dalam Ser t i p i k a t  Hak Guna Bangunan  Nomor  863/Sunga i  

Pinyuh  yang  te r l e t a k  di  Ja lan  Eks  Pasar  Pagi  Nomor  

42 Sungai  Pinyuh  ada lah  te l ah  dibangun  dengan  biaya  

send i r i  o leh  Sal im  Wi jaya  (Terguga t  I I  In te r vens i )  

dengan  bukt i  Iz i n  Mendi r i k an  Bangunan  ( IMB  Nomor  

94- C/ IB /PU.030 /1992 ,  tangga l  25  Oktober  1992)  yang  

mana tanah  di  Ja lan  Eks  Pasar  Pagi  Nomor  42  Sungai  

Pinyuh  te rsebu t  te l ah  dimohonkan  Ser t i p i k a t  (HGB)  

nya  oleh  Sal im  Wi jaya ,  dan  kemudian  te rb i t  

Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  863/Sunga i  

Pinyuh  atas  nama  Sal im  Wi jaya .  Tidak lah  mungkin  

ser t i p i k a t  te rsebu t  baru  dike tahu i  o leh  Penggugat  

pada  tangga l  26  September  2006.  Sebab  j i ka  menuru t  

Penggugat ,  tanah  dan  bangunan  yang  ada  di  atasnya  

ada lah  tanah  dan  bangunan  mi l i knya  yang  berasa l  

dar i  war isan ,  mengapa dar i  tahun  1996  sampai  dengan  

tahun  2005  dan  dar i  se jak  dibangun  bangunan  baru  

oleh  Terguga t  I I  In te r vens i  d i  atasnya  dan kemudian  

dise r t i p i k a t k an  oleh  Sal im  Wi jaya  (Terguga t  I I  

In te r vens i ) ,  Penggugat  t i dak  pernah  mempertanyakan  

atau  menuntu t  Sal im  Wi jaya  dengan  dasar  hak  

war i snya  te rsebu t  ;

c. Bahwa gugatan  Penggugat  te rhadap  Ser t i p i k a t  

Hak  Guna  Bangunan  Nomor  863/Sunga i  Pinyuh  

dengan  luas  170  M2 atas  nama Sal im  Wi jaya  

dan  Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  

885/Sunga i  Pinyuh  se luas  129  M2 atas  nama 

Sal im  Wijaya ,  produk  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara  te rsebu t  ada lah  di l akukan  tanpa  

adanya  dasar  hak  dan dasar  hukum yang  je l as ,  

12
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dika renakan  :

1) Yang  disengke takan  atau  di tun tu t  o leh  

Penggugat  sebenarnya  adalah  soa l  

penguasaan  kedua  bidang  tanah  ber i ku t  

bangunan  yang  ada di  atasnya  yang  te lah  

berser t i p i k a t  atas  nama Sal im  Wijaya  ;

2) Bahwa  t i dak  benar  Penggugat  ada 

mempunyai  tanah  ber i ku t  bangunan  di  

atasnya  sebaga imana  dalam  Ser t i p i k a t  

Hak  Guna  Bangunan  Nomor  863/Sunga i  

Pinyuh  dan  Ser t i p i k a t  Hak  Guna 

Bangunan  Nomor  885/Sunga i  Pinyuh  yang  

berasa l  dar i  war i san  orang  tuanya  

sebaga imana  yang  dida l i l k a n  Penggugat ,  

sebab  t i dak  ada bukt i  hukum bahwa tanah  

ber i ku t  bangunan  da lam  ser t i p i k a t -

ser t i p i k a t  te rsebu t  yang  d iaku i  o leh  

Penggugat  sebaga i  Hak  Warisnya  ada lah  

tanah  dan  bangunan  mi l i knya .  Adapun  

sura t  pernya taan  pembagian  kekayaan  

ahl i  war i s  tangga l  5  September  1993  

yang  menjad i kan  dasar  o leh  Penggugat  

untuk  mendukung  alas  haknya ,  adalah  

sama seka l i  t i dak  mempunya i  n i l a i  bukt i  

kekuatan  hukum  secara  oten t i k ,  

d ika renakan  sura t  te rsebu t  hanya  d ibua t  

o leh  Ibu  Penggugat  send i r i  dan  bukan  

merupakan  sura t  bukt i  hak  kewar i san  

dar i  ins tans i  yang berwenang  ;

3) Bahwa  sura t  pernya taan  pembagian  

kekayaan  ahl i  war i s  tangga l  5 September  

1993  yang  ber i s i  pembagian  har ta  

kekayaan  Ibu  Penggugat  dan  Tergugat  

In te r vens i  bernama Then Siu  Nyat  adalah  

dibua t  dan  di tanda  tangan i  d i  Jakar ta  

tanpa  dihad i r i  dan  dike tahu i  o leh  

Hal .  13 dar i   17 hal .  Put .  No.  75 
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Tergugat  I I  In te r vens i .  Sedangkan  sura t  

pernya taan  pembagian  kekayaan  ah l i  

war i s  tangga l  5 September  1993 te rsebu t  

t i dak  dapat  d i j ad i kan  alas  bukt i  hak  

war i s  ten tang  kepemi l i k an  kedua  bidang  

tanah  yang  ada  da lam  ser t i p i k a t -

ser t i p i k a t  te rsebu t  ber i ku t  bangunan  di  

atasnya  karena  sura t  pernya taan  

pembagian  kekayaan  ahl i  war i s  tangga l  5 

September  1993  maupun  sura t  pernya taan  

untuk  rumah  ada lah  bukan  merupakan  

sura t  bukt i  kepemi l i k an  tanah  maupun 

bangunan  di  atasnya  ;

5. Bahwa  Keputusan  Tata  usaha  Negara  ten tang  

penerb i t an  Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  

863/Sunga i  Pinyuh  dan  Ser t i p i k a t  Hak  Guna 

Bangunan  Nomor  885/Sunga i  Pinyuh  ada lah  di l akukan  

oleh  Terguga t  (Kepa la  Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  

Pont ianak ) ,  te l ah  sesua i  dengan  prosedur  hukum 

sebaga imana  yang  te lah  dia tu r  da lam  keten tuan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku .  Oleh  

karena  i t u  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

berupa  Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  

863/Sunga i  Pinyuh  dan  Ser t i p i k a t  Hak  Guna 

Bangunan  Nomor  885/Sunga i  Pinyuh  ada lah  t i dak  

dapat  d ika takan  te l ah  di te rb i t k an  dengan  cara  

melawan hukum ;

6. Adapun tanah  da lam ser t i p i k a t - ser t i p i k a t  te r sebu t  

ber i ku t  bangunan  di  atasnya  je l as  ada lah  tanah  

yang  asa lnya  tanah  Negara  dan  d ikuasa i  dan  

dimohonkan  ser t i p i k a t  o leh  Sal im  Wi jaya .  Jad i  

tanah  dalam  ser t i p i k a t - ser t i p i k a t  te rsebu t  

bukan lah  tanah  hak  mi l i k  atau  hak  war i s  Penggugat  

;

Bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t  Pengadi l an  Tata  

Usaha  Negara  Pont ianak  te lah  mengambi l  putusan ,  ya i t u  

14
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putusannya  Nomor  :  33/G/2006 .PTUN- Ptk   tangga l   15 Mei  2007  

yang  amarnya  sebaga i  ber i ku t  :

DALAM PENUNDAAN

- Menolak  permohonan Penggugat  ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak  ekseps i  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  

se lu ruhnya  ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  sebag ian  ;

2. Menyatakan  bata l  Sura t  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

yang  di t e r b i t k an  o leh  Tergugat  Kepala  Kanto r  

Per tanahan  Kabupaten  Pont i anak  berupa  Ser t i p i k a t  Hak 

Guna  Bangunan  Nomor   863/Sunga i  Pinyuh ,  tangga l  1 

Agustus  1996,  Gambar  Si tuas i  Nomor  819/1996  tangga l  6 

Maret  1996 luas  170 M2 atas  nama Sal im  Wi jaya  dh.  Then  

Kwet  Khiong  ;

3. Memer in tahkan  Tergugat  untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  yang  di t e r b i t k an  oleh  Tergugat  

Kepala  Kantor  Per tanahan  Kabupaten  Pont ianak  berupa  

Ser t i p i k a t  Hak Guna Bangunan  Nomor  863/Sunga i  Pinyuh ,  

tangga l  1 Agustus  1996,  Gambar  Si tuas i  Nomor  819/1996 ,  

se luas  170  M2,  tangga l  6  Maret  1996  atas  nama Sal im  

Wijaya  dh.  Then Kwet  Khiong  ;

4. Menolak  gugatan  Penggugat  se leb ihnya  ;

5. Menghukum Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  untuk  

membayar  se lu ruh  b iaya  perkara  secara  bersama- sama 

sebesar  Rp.  247.000 , -  (dua  ra tus  empat  pu luh  tu juh  

r i bu  rup iah )  ;

Menimbang,  bahwa  dalam  t i ngka t  banding  atas  

permohonan  Tergugat  I I  In te r vens i / Pemband ing  putusan  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara   te rsebu t  te lah  dikua tkan  oleh  

Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Jakar t a  dengan  

putusannya   Nomor  :  218/B /2007 /PTTUN.Jk t  tangga l  19  Maret  

2008 ;

Menimbang,  bahwa  sesudah  putusan  te rakh i r  in i  

d ibe r i t a hukan  kepada   Tergugat  I I  In te r vens i /Pemband ing  

Hal .  15 dar i   17 hal .  Put .  No.  75 
K/TUN/2010
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pada  tangga l  10  November  2008  kemudian  te rhadapnya  oleh  

Tergugat  I I  In te r vens i /Pemband ing  dengan  peran ta raan  

kuasanya  berdasarkan  Sura t  Kuasa Khusus  tangga l  11 November  

2008  dia jukan  permohonan  kasas i  secara  l i s an  pada  tangga l  

17  November  2008  sebaga imana  te rnya ta  dar i  akte  permohonan  

kasas i  Nomor  Perkara  :  33/G/2006 .PTUN- Ptk  yang  dibua t  o leh  

Pani te ra  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Pont ianak ,  permohonan  

mana di i ku t i  o leh  memor i  kasas i  yang  memuat  a lasan- a lasan  

yang  di t e r ima  di  Kepani t e r aan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

te rsebu t   pada  tangga l  1 Desember  2008 ;

Bahwa  sete lah  i t u  oleh  Termohon  Kasas i  dahu lu  

sebaga i  Penggugat /Te rband ing   yang  pada  tangga l  1 Desember  

2008  te lah  dibe r i t a hu  ten tang  memor i  kasas i  dar i   Pemohon 

Kasas i  dahu lu  sebaga i  Tergugat  I I  In te r vens i /Pemband ing  

dia jukan  jawaban  memor i  kasas i  yang  di te r ima  d i  

Kepani te raan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Pont ianak   pada  

tangga l  11 Desember  2008 ;

Menimbang,  bahwa  permohonan  kasas i  a  quo  beser ta  

alasan- alasannya  te l ah  dibe r i t a hukan  kepada  pihak  lawan  

dengan  seksama,  dia jukan  da lam  tenggang  waktu  dan  dengan  

cara  yang  d i t en tukan  dalam undang- undang,  maka oleh  karena  

i t u  permohonan kasas i  te rsebu t  fo rma l  dapat  d i te r ima  ;  

Menimbang,  bahwa  a lasan- alasan  yang  dia j ukan  oleh  

Pemohon   Kasas i   da lam  memor i  kasas inya  te rsebu t  pada  

pokoknya  ia l ah  :  

1. Bahwa,  da lam  per t imbangan  hukumnya,  Maje l i s  Hakim 

menyatakan  bahwa dalam s idang  dengan  acara  pemer iksaan  

saks i  tangga l  3  Apr i l  2007  Penggugat  Pr ins i pa l  da lam 

kete rangannya  di  muka pers idangan  sebaga imana  te rmuat  

da lam  Ber i t a  Acara  Pers idangan  tangga l  3  Apr i l  2007  

te l ah  menyatakan  te rdapa t  kesa lahan  dalam  sura t  

gugatan  menyangkut  obyek  sengketa  o leh  karena  yang  

sebenarnya  diguga t  o leh  pihak  Penggugat  hanya lah  

te rhadap  Keputusan  Tata  Usaha Negara  berupa  Ser t i p i k a t  

Hak  Guna  Bangunan  Nomor  :  863/Sunga i  Pinyuh ,  Gambar  

Si tuas i  Nomor  :  819/1996  atas  nama Sal im  Wijaya  dh  
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Then Kwet  Khiong  yang  te r l e t a k  di  Ja lan  Raya Nomor  42  

Sungai  Pinyuh  sebaga imana  te r t u l i s  da lam sura t  wasia t  

dar i  a lmarhum  orang  tuanya  dan  te rhadap  ser t i p i k a t  

se leb ihnya  t i dak  dipe rmasa lahkan  oleh  p ihak  

Penggugat  ;

Bahwa perubahan  atas  pernya taan  te rdapa t  kesa lahan  dalam 

sura t  gugatan  oleh  Penggugat  di te r ima  Maje l i s  Hakim 

dengan  menyatakan  …..  “o leh  karenanya  Maje l i s  Hakim 

se lan ju t nya  dalam  per t imbangan- per t imbangannya  hanya  

akan  mempert imbangkan  obyek  sengke ta  a  quo  dan  te rhadap  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  se leb ihnya  sebaga imana  

te rcan tum  dalam sura t  gugatan  Penggugat  d ike lua r kan  dar i  

obyek  perkara  a  quo  (ha laman  18- 19  al i nea  4  v ide  

putusan) ”  ;

Bahwa,  te rhadap  hal  te rsebu t  d i  atas  (dahu lu )  Pembanding  

sekarang  Pemohon  Kasas i  merasa  kebera tan  dan  menolak  

per t imbangan  Maje l i s  Hakim  te rsebu t  d ika renakan  menuru t  

pendapat  Pemohon  Kasas i  bahwa  Maje l i s  Hakim  t i dak  

memperhat i kan  dan  t i dak  menerapkan  Hukum Acara  Perad i l an  

Tata  Usaha Negara  secara  baik  dan benar  ;

Bahwa,  menuru t  A.  Si t i  Soetami ,  S.H  dalam  buku  “Hukum 

Acara  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara”  Bab  V  halaman  32 

al i nea  3  menyatakan  se lan ju t nya  kepada  Penggugat  dibe r i  

kesempatan  untuk  mengubah  alasan- alasan  yang  menjad i  

dasar  gugatan .  Perubahan  gugatan  d ipe rkenankan  hanya  

dalam  ar t i  menambah  alasan  yang  menjad i  dasar  gugatan  

sampai  dengan t i ngka t  rep l i k  ;

Jad i  menuru t  Hukum Acara  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

perubahan  te rsebu t  hanya  sampai  dengan  t i ngka t  rep l i k .  

Bahwa te rhadap  pernya taan  te rdapa t  kesa lahan  dalam sura t  

gugatan  menyangkut  obyek  perkara  oleh  Penggugat  

Pr ins i pa l  dapat  d ia r t i k an  sebaga i  mengubah  sura t  

gugatan ,  hanya  diperkenankan  sampai  dengan  t i ngka t  

rep l i k ,  maka  oleh  karena  pernya taan  te rdapa t  kesa lahan  

dalam  sura t  gugatan  menyangkut  obyek  perkara  o leh  

Penggugat  i t u  d i l akukan  pada  saat  acara  pemer iksaan  
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saks i  maka  hal  te rsebu t  t i dak  dipe rkenankan  oleh  Hukum 

Acara  Perad i l an  Tata  Usaha Negara .  Sehingga  hal  te rsebu t  

harus  di to l ak  karena  ber ten tangan  dengan  Hukum Acara  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara  ;

2. Bahwa  Pemohon  Kasas i  te tap  menyatakan  kebera tan  dan  

menolak  saks i  atas  nama Then  Hiong  Lan  dan  Then  Kwet  

Fie ,  karena  sesungguhnya  saks i - saks i  te rsebu t  ada lah  

saudara  kandung  Pemohon Kasas i  dan Termohon Kasas i  ;

Fakta - fak ta  yang  menunjukkan  bahwa saks i - saks i  te r sebu t  

ada lah  saudara  kandung  dar i  Pemohon Kasas i  dan  Termohon  

Kasas i  ada lah  per t imbangan  dar i  Maje l i s  Hakim  yang  

menyatakan  bahwa  ………, “sedangkan  para  saks i  send i r i  

(Then  Hiong  Lan  dan  Then  Kwet  Fie )  sebaga i  saudara  

kandung  dar i  Tergugat  I I  In te r vens i  (sekarang  Pemohon 

Kasas i )  ……. (v i de  ha laman 27 a l i nea  1 putusan)  ;

Sebaga imana  dike tahu i  da lam  sura t  gugatan  Penggugat  

(sekarang  Termohon  Kasas i )  menyatakan ,  Penggugat  beser ta  

3 ( t i ga )  orang  saudara  Penggugat  yang  bernama Then Hiong  

Lan  dan  Then  Kwet  Fie  dan  Then  Kwet  Fu  ……..  dst  (v i de  

halaman 4 al i nea  1 putusan)  ;

Penggugat  (sekarang  Termohon  Kasas i )  Edi  Djohan  mengaku i  

bahwa Then  Kwet  Khiong  (dh  Sal im  Wijaya)  atau  sekarang  

Pemohon  Kasas i  ada lah  saudaranya ,  sedangkan  seper t i  

d isebu tkan  di  atas  bahwa para  saks i - saks i  ya i t u  :  Then  

Hiong  Lan  dan  Then  Kwet  Fie  ada lah  saudara  kandung  

Tergugat  I I  In te r vens i  (sekarang  Pemohon  Kasas i ) .  Jad i  

fak tanya  ada lah  saks i - saks i  Then Hiong  Lan dan Then Kwet  

Fie  ada lah  saudara  kandung  Pemohon  Kasas i  dan  Termohon  

Kasas i  ;

Bahwa,  te rhadap  pemer iksaan  kedua  saks i  in i  yang  

member ikan  kete rangan  di  bawah  sumpah,  Maje l i s  Hakim 

te l ah  secara  je l as  melanggar  atau  mengabaikan  Hukum 

Acara  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  ;

Bahwa,  menuru t  A.  Si t i  Soetami ,  S.H  dalam  buku  “Hukum 

Acara  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara”  pada  Bab  6  ten tang  

Pembukt i an  halaman  38  a l i nea  3  disebu tkan  bahwa  “yang  
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t i dak  boleh  didengarkan  sebaga i  saks i  menuru t  Pasa l  88  

huru f  a ada lah  :  ……

a. Keluarga  sedarah  atau  semenda  menuru t  gar i s  ketu runan  

lu rus  keatas  atau  kebawah  sampai  dera ja t  kedua  dar i  

sa lah  satu  pihak  yang  bersengke ta  ;

Bahwa,  akan  te tap i  Maje l i s  Hakim  te tap  memakai  dan  

mener ima  kesaks ian  2 (dua)  orang  saks i  te rsebu t ,  Maje l i s  

Hakim  te l ah  melanggar  atau  mengabaikan  Hukum  Acara  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara .  Sehingga  berdasarkan  Pasa l  

88  huru f  a  Hukum Acara  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

saks i - saks i  te rsebu t  t i dak  bo leh  didengar  kete rangannya .  

Bahwa menuru t  pendapat  Pemohon Kasas i  kete rangan  saks i -

saks i  te rsebu t  harus  di to l ak  dan  d inya takan  sah  dan  

ak iba tnya  menjad i  bata l  demi  hukum ;

Bahwa  te rhadap  fak ta - fak ta  yang  menjad i  dasar  bagi  

Pemohon  Kasas i  untuk  mengajukan  Memor i  Kasas i  in i  

te rungkap  bahwa  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Pont ianak  dalam memer iksa ,  mengadi l i  dan  memutus  

perkara  in i  te l ah  melakukan  pelanggaran  te rhadap  Hukum 

Acara  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  ya i t u  :

1. Perubahan  te rhadap  obyek  sengketa  ak iba t  adanya  

pernya taan  te rdapa t  kesa lahan  dalam sura t  gugatan  o leh  

Penggugat  Pr ins i pa l  d i  da lam  s idang  dengan  acara  

pemer iksaan  saks i  pada tangga l  3 Apr i l  2007,  sedangkan  

Hukum Acara  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  te lah  mengatu r  

bahwa perubahan  gugatan  dipe rkenankan  hanya  da lam ar t i  

menambah  alasan  yang  menjad i  dasar  gugatan  sampai  

dengan t i ngka t  rep l i k  ;

2. Terhadap  kete rangan  saks i - saks i  ya i t u  saks i  Then Hiong  

Land  an  saks i  Then  Kwet  Fie  yang  menuru t  fak ta  bahwa 

kedua  saks i  te rsebu t  ada lah  merupakan  saudara  kandung  

dar i  Pemohon  Kasas i  dan  Termohon  Kasas i  seh ingga  

Maje l i s  Hakim  te lah  melanggar  Pasa l  88  huru f  a  Hukum 

Acara  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  berbuny i ,  yang  

t i dak  boleh  didengar  sebaga i  saks i  menuru t  Pasal  88  

huru f  a  ada lah  ke luarga  sedarah  atau  semenda  menuru t  
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gar i s  ketu runan  lu rus  keatas  atau  kebawah  sampai  

dera ja t  kedua  dar i  sa lah  satu  pihak  yang  bersengke ta  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  a lasan- a lasan  te rsebu t  

Mahkamah Agung berpendapa t  :  

Mengenai  a lasan- alasan  ad.  1 s /d  ad.  2 :

Bahwa alasan- alasan  te rsebu t  t i dak  dapat  d ibenarkan ,  

karena  Judex  Fact i e  sudah  tepa t  dan  benar  ya i t u  t i dak  

sa lah  da lam  menerapkan  hukum,  karena  prosedur  penerb i t an  

Sura t  Keputusan  obyek  sengketa  ber ten tangan  dengan  

pera tu ran  dan  melanggar  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  Yang 

Baik  (AAUPB),  ya i t u  Asas  Kecermatan ,  o leh  karena  tanah  

yang  te rsebu t  da lam  obyek  sengketa  masih  merupakan  hak  

bersama  4  (empat )  orang  pener ima  wasia t ,  sedangkan  

Ser t i p i k a t  Hak Guna Bangunan  obyek  sengketa  t i dak  menyebut  

nama keempatnya ,  karena  i t u  gugatan  dikabu l kan  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  apa  yang  

dipe r t imbangkan  d i  atas ,  lag i  pu la  dar i  sebab  t i dak  

te rnya ta  bahwa  putusan  Judex  Fact i e  da lam  perkara  in i  

ber ten tangan  dengan  hukum  dan/a tau  undang- undang,  maka 

permohonan  kasas i  yang  dia jukan  oleh  Pemohon  Kasas i  :  

SALIM  WIJAYA  dh.  THEN  KWET  KHIONG  te rsebu t  harus  

di to l ak  ;

Menimbang,  bahwa o leh  karena  permohonan  kasas i  dar i  

Pemohon  Kasas i  d i to l ak ,  maka  ia  harus  d ihukum  untuk  

membayar  biaya  perkara  dalam t i ngka t   kasas i   ;

Memperhat i kan  pasa l - pasa l  dar i  Undang- Undang  No.  48  

Tahun  2009,  Undang- Undang  No.  14  Tahun  1985  sebaga imana  

te l ah  diubah  dengan  Undang- Undang  No.  5  Tahun  2004  dan  

perubahan  kedua  dengan  Undang- Undang  No.  3  Tahun  2009,  

Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  sebaga imana  te lah  diubah  

dengan  Undang- Undang  No.  9  Tahun  2004  dan  perubahan  kedua  

dengan  Undang- Undang  No.  51  Tahun  2009  ser ta   pera tu ran  

perundang- undangan  la i n  yang  bersangku tan  ;

M E N G A D I  L I   :

Menolak   permohonan  kasas i  dar i  Pemohon  Kasas i  :  

SALIM WIJAYA dh.  THEN KWET KHIONG  te rsebu t  ;
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Menghukum  Pemohon  Kasas i  untuk  membayar  biaya  

perkara  dalam  t i ngka t  kasas i  in i   sebesar  Rp.  500.000 , -  

( l ima  ra tus  r i bu  rup iah )  ;

Demik ian lah  d ipu tuskan  dalam  rapa t  permusyawara tan  

Mahkamah Agung  pada  har i  Kamis  tangga l  6 Mei  2010  oleh  H.  

Imam Soebech i ,  S.H. ,  M.H.  Hakim  Agung   yang   d i t e t apkan  

oleh  Ketua   Mahkamah  Agung    sebaga i   Ketua   Maje l i s ,  

Prof .  Dr .  H.  Ahmad  Sukard ja ,  S.H. ,  M.A   dan  Mar ina  

Sidabu ta r ,  S.H. ,  M.H  Hakim- Hakim   Agung    sebaga i  

Anggota ,   dan  diucapkan   da lam   s idang    te rbuka    untuk  

umum  pada   har i   i t u   juga   o leh   Ketua   Maje l i s  beser ta  

Hakim- Hakim  Anggota  te rsebu t  dan  diban tu  oleh  Subur  MS,  

S.H. ,  M.H  Pani te ra  Penggant i  dengan  t i dak  dihad i r i  o leh  

para  p ihak  ;

Hakim- Hakim Anggota   :  

K e t  u a   :

Ttd . /  Pro f .  Dr .  H.  Ahmad Sukard ja ,  S.H. ,  M.A 

Ttd . /  

Ttd . /  Mar ina  Sidabu ta r ,  S.H. ,  M.H                  H.  Imam 

Soebech i ,  S.H. ,  M.H.

Biaya- biaya   :                                  

Pani te ra  Penggant i   :

1.   M e t  e r  a  i  ………………… Rp.      6.000 , -        Ttd . /  

Subur  MS, S.H. ,  M.H.     

2.   R e d a k s  i  ………………… Rp.      5.000 , -         

3.   Admin is t r a s i  Kasas i  ……….        Rp.  489.000  , -              
      Jumlah  …………………….. Rp.  500.000 , -       

==========               

Untuk  sa l i nan

MAHKAMAH AGUNG – RI .

a.n .  Pani te r a

Pani te ra  Muda Tata  Usaha Negara ,
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ASHADI,  S.H.
NIP.  220000754
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